
Hari / Tanggal : Selasa ,13 Januari 2026

Jam : 09.00 Wita

Acara : Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Bangl Tentang Penataan Dan Pembinaan Pa

Pasar Rakyat , Pusat Pembelanjaan , Dan Toko Swalayan Berjejaring

Tempat : Ruang Rapat Wibhisana DPRD Kabupaten Bangli Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 32

Bangli

DAFTAR HADIR:

1. I Ketut Suastika , S.H ., M.H
2. I Ketut Bakuh , S.H.,M.H.
3. I Wayan Wirya ,S.Pt.
4. I Ketut Mastrem , S.H
5. Ir. I Nengah Wasana
6. Nasrudin (Kadis Perdagangan)
7. I Dewa Gede Anom Putra (Sekdis Perindag)
8. N. Purnamawati (Kabag Hukum)
9. I Nengah Meres (PP Ahli Madya)
10. I Dewa Ayu Suantini (Kabid SPTU Disperindag)

Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kab. Bangli

 Ketua DPRD
Sudah ada peraturan wajib, kita Cuma menunggu peraturan daerah, perda harus cepat di buat
untuk swalayan, indomaret yang ada di Bangli, dan Pasar mana saja yang kita bahas, untuk
mengikat ada perda provinsi

 Kabag Hukum
Rancangan yang di sampaikan dengan 3 Hukum dalam Rancangan Perda Parovinsi

 Kadis Perdagangan
Materi semua sudah dimasukan , Pasar sudah di sesuaikan tipenya, Tipe 1 pasar Kidul, tipe 2
pasar Yangapi, Pasar Kayuambua dan Pasar Kintamani

 Ketua DPRD
Pasar Rakyat diprioritaskan dengan pedoman, pasar yang ada saat ini sudahkah berkesusaian ,
pasar yang ada saat ini di data, tidak ada pasar kita yang tidak memenuhi syarat

 Kadis Perdagangan
Pasar Rakyat kreterianya diatur dalam pasal 8 tahun 2021, itu sudah jelas
Pasar Rakyat yaitu Pasar Kidul, Pasar Yangapi, Pasar Kayuambua, Pasar Kintamani

 Pak Bakuh
Kedepan Bagaiman kalau lagi ada pembangunan Pasar Rakyat, Potensi Kedepannyan yang kita
pikirkan saat ini?

 Pak mastrem
Syarat dan dasar hukum apakah hanya di pegang oleh perijinan saja atau dengan dinas
perdagangan

 Ketua DPRD
Pasal 23 ayat 3 dan 4 sangsi administrasi. Dan pasal 24 tentang Jarak, antar toko berjejaring akan
diatur nanti dengan Peraturan Bupati ( pasal 24 point 3) tolong peraturan itu nanti sampaikan ke
kita

 Pak Mastrem
Pasal 30 Mengikut sertakan pelaku UMKM mohon itu di perhatikan



 Ketua DPRD
Misalnya bermitra dengan 3 UMKM yang diajak untuk bekerjasama ( Wajib bermitra setidaknya
dengan 3 UMKM) pasal 27 pasokan barang yg dijual wajib bekerjasama dengan 3 UMKM

 Pak Wasana
Pembinaan dan pengawasan sangat penting, agar tidak nanti setelah perda di sahkan, akan tetapi
kejadiannya masih sama dengan sebelumnya/seperti sekarang
Tolong diawasi ketat pembinaan dan pengawasannya

 Kabag Hukum
Terkait pembinaan dan pengawasan tercantum dalam pasal 32, bidang perdagangan dan
perangkat daerah terkait

 Kadis Perdagangan
Sesuai dengan bidang tugas kami pasti lakukan, contohnya kemarin ada pengaduan masyarakat,
ada barang / Roti tidak berlebel, sudah kami tindak lanjuti langsung turun ke tiko tersebut untuk
memastikan dan menindak lanjuti.

 Ketua DPRD
Sudah Terjawab aspirasi dari anggota DPRD semua , pemerintah daerah mengawasi masyarakat
yang melaksanakan peraturan daerah. Jangan mengeluarkan ijin jika tidak sesuai dengan perda ini

 Pak Wasana
Ketentuan Peralihan pada poin B, jika 6 Bulan ijin tidak diselesaikan perlu di tindak tegas, apa
konsekwensinya jika ketahuan ijin tersebut belum lengkap

 Kabag Hukum
Ketentuan yang belum terakomodir kembali ke pasal yang mengatur

 Pak Mastrem
Penekanan saya, Di perijinan harus bertindak tegas, dan sangsi sangsi hukumnya harus di
sampaikan, karena ketika melanggar ada resikonya

 Pak Wasana
Setelah perda ini di sahkan, saya inginkan ada data toko yang sudah lengkap ijinnya, yang belum
lengkap ijinnya, dan yang sudah punya ijin tetapi sudah habis masa berlaku ijinnya.

 Pak Bakuh
Perijinan secara berkala ada evaluasinya itu di tekankan lagi, dan di tegaskan , pembinaan
dioptimalkan, salah satu pembinaan itu karena ada Laporan masyarakat

 Kabag Hukum
Untuk Ranperda yang lain Kalau sudah selesai akan segera kami ajukan

 Ketua DPRD
Apa yang disampaikan tadi 0leh Kawan2 Tolong Di Tambahin Lagi Untuk Disiapkan data Yang
Diminta Oleh Pak Wasana Sebelum Di Akhiri apakah Rapat ini dapat Di Akhiri “ Dapat “

Notulis Rapat,

NI PUTU SRI WAHYUNI, S.Sos
NIP. 198209182007012009




